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Abstrak 
Judul penelitian ini adalah studi azas praduga tak bersalah menurut hukum Islam. Dengan 
azas itu para penegak hukum harus memperlakukan tersangka sebagai orang yang bersih, jujur, 
dan tanpa ada kesalahan sampai terbukti sebaliknya. Ini artinya bahwa para penegak hukum 
berkewajiban mempersiapkan bukti-bukti yang kuat terlebih dahulu untuk memperkuat 
tuntutannya agar dapat “menjerat” tersangka dengan pasal-pasal pidana. Tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian in i adalah ingin mengetahui apakah azas praduga tak bersalah masih 
relevan diterapkan di Indonesia deawasa ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder bidang yang ada sebagai 
data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran 
koheren yaitu suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar. 
Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari 
sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa kebenaran dan kesimpulan itu 
ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Hasil yang diperoleh berkenaan dengan judul ini 
adalah bahwa penerapan azas praduga tak bersalah di dalam mengusut perkara-perkara pidana 
pada umumnya masih terdapat kelemahan-kelemahan. Di antara kelemahan tersebut ialah belum 
adanya pembedaan antara perkara-perkara pidana yang sudah jelas pelaku dan jenis 
perbuatannva dengan perkara-perkara yang masih belum jelas pelaku dan jenis perbuatan 
pidananya. Akibatnya, proses persidangan terhadap perkara-perkara yang sudah jelas pelaku dan 
jenis perbuatannya yang seharusnya bisa dipersingkat, maka menjadi lambat sehingga hasil 
penegakan hukumnya pun menjadi lambat. Padahal, masyarakat ingin segera mengetahui hasil 
tersebut. Kedua, azas praduga tak bersalah ini tidak dapat diterapkan terhadap kasus-kasus 
tertentu, seperti korupsi, karena biasanya tenggang waktu antara saat dilakukannya perbuatan 
dengan timbulnya dugaan telah terjadi perbuatan korupsi itu relatif lama, maka barang bukti 
yang mengindikasikan telah terjadinya perbuatan tersebut biasanya sudah dihilangkan oleh 
tersangka, dan sebaliknya telah “direkayasa” alat bukti baru yang menjelaskan tidak adanya 
perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersangka. Ketiga, prinsip yang dikembangkan 
oleh hukum di Indonesia dan  hukum Islam dalam rangka menjaga hubungan antara individu 
dengan masyarakat demi terwujudnya rasa keadilan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan 
hidup bermasyarakat adalah bahwa yang paling utama mendapatkan prioritas perlindungan 
adalah hak masyarakat, bukan hak individu. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa kendati 
hak-hak individu diakui eksistensinya, tetapi hak-hak tersebut dibatasi oleh kepentingan kolektif 
yang lebih besar. Maka, ketika terjadi pertentangan dua kepentingan antara hak individu dengan 
hak masyarakat, harus dipilih tindakan yang paling banyak menguntungkan masyarakat. 





Dalam mengusut suatu perkara pidana, Indonesia menerapkan azas pra-duga tak 
bersalah. Dengan azas itu para penegak hukum harus memperlakukan tersangka sebagai 
orang yang bersih, jujur, dan tanpa ada kesalahan sampai terbukti sebaliknya. Ini artinya 
bahwa para penegak hukum berkewajiban mempersiapkan bukti-bukti yang kuat terlebih 
dahulu untuk memperkuat tuntutannya agar dapat “menjerat” tersangka dengan pasal-pasal 
pidana. Misalnya dalam kasus korupsi adalah suatu pekerjaan yang “ekstra” sulit, karena para 
pelakunya biasanya adalah mereka yang “paham” tentang hukum. Azas pra-duga tak 
bersalah memang sesuai dengan prinsip keadilan karena di dalamnya terkandung unsur 
adanya perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sudah selayaknya ditegakkan 
karena baik hukum Islam maupun hukum positif mendukung sangat memperhatikan 
pelaksanaan masalah ini. Namun demikian, satu hal yang akan diwujudkan oleh sistem 
hukum manapun ialah tegaknya rasa keadilan dalam masyarakat, karena hanya dengan 
tegaknya sendi-sendi keadilan itulah kehidupan masyarakat manusia dapat aman, tentram, 
dan damai. Tetapi, apakah perlindungan itu juga masih harus diberikan kepada seseorang 
yang telah “kasat mata masyarakat” melakukan perbuatan melawan hukum (merugikan 
masyarakat) sementara bukti-bukti atas perbuatannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak 
hukum karena pandainya pelaku menutupi kecurangannya? Apakah Hak-hak Asasi Manusia 
itu dapat digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan 
dalam masyarakat. Mana yang harus didahulukan apabila terjadi pertentangan antara 
keduanya? Mengapa pada zaman Rasulullah Saw. nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu 
dapat ditegakkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sedangkan pada 
masa sekarang tidak? Maka, jawabannya adalah berkaitan dengan moralitas masyarakat. 
Moralitas masyarakat sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah. Moralitas 
masyarakat pada zaman Rasulullah belum terpolusi oleh kehidupan materialistik. Masyarakat 
waktu itu sangat agamis, teguh memegang ajaran agama, jujur, berkata benar, dapat 
dipercaya, dan lebih dari itu mereka lebih takut menerima siksaan di akhirat dari pada 
memperoleh nestapa jasmani di dunia ini. Oleh karena itu, mereka tidak mau berbuat atau 
berkata sesuatu yang dapat menutupi kebenaran. Masyarakat kita saat ini tidak terlalu 
berlebihan apabila dikatakan kebalikan dari masyarakat zaman Rasulullah, sehingga tidak 
mengherankan kalau orang tidak takut berdusta asal kecurangannya tidak ketahuan, orang 
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tidak segan-segan menipu untuk memperoleh kekayaan yang melimpah. Kalau sudah 
demikian keadaannya, apakah masih relevan memberlakukan prinsip azas praduga tak 
bersalah secara mutlak bagi kepentingan penegakan kebenaran di Indonesia, lalu bagaimana 
aplikasi perintah Rasulullah Saw. pada hadis di atas. Inilah masalah-masalah yang 
memerlukan pengkajian untuk memperoleh jawaban yang benar agar upaya penegakan 
hukum tidak tersendat-sendat atau bahkan mengalami jalan buntu. 
 
B. PERMASALAHAN 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
“Apakah masih relevan memberlakukan prinsip azas praduga tak bersalah secara mutlak 
bagi kepentingan penegakan kebenaran dan keadilan di Indonesia” ? 
 
C.  METODE PENELITIAN 
Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,1 yaitu dengan 
meneliti pada data sekunder bidang yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan 
metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren yaitu suatu pengetahuan, teori, 
pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, 
pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan 
konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.2 Cara berpikir deduktif adalah 
cara berpikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum 
yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang 
sifatnya khusus.3  Sunaryati Hartono4 menyatakan pentingnya penelitian hukum 
sebagaimana pendapatnya bahwa:  “…betapa pentingnya penelitian normatif itu karena 
sebagai Sarjana Hukum, kewajiban dan keharusan…ialah menguasai metode penelitian 
hukum itu”. 
                                                 
1  Soerjono Soekanto, et.al, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15. 
2 A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis), Yogyakarta: 
2001, hlm. 68. 
3 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 
23. 
4 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 
1994, hlm. 140. 
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Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual 
(conceptual approach). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang 
relevan dengan  isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi 
hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.5 Dalam hal ini, dilakukan pengkajian dan 
pengujian secara logis terhadap azas praduga tak bersalah menurut pandangan Hukum Islam. 
Penulis melakukan penelitian dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, memahami 
konsep hukum baik hukum positif maupun hukum Islam melalui pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin yang ada. 
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pengertian 
Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia istilah Azas Praduga Tak Bersalah sudah 
amat dikenal di telinga masyarakat. Pengertian Azas Praduga Tak Bersalah ialah 
pemikiran atau prinsip yang menganggap bahwa seseorang belum dinyatakan bersalah 
terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya telah melanggar norma dalam masyarakat 
berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut azas ini, seseorang atau masyarakat tidak bisa 
menjadi hakim atau pemutus apakah perbuatan seseorang itu salah atau benar. Yang 
berhak menentukan salah atau tidaknya seseorang itu adalah hakim setelah melalui proses 
persidangan di pengadilan. 
Dasar dari azas ini di antaranya Pasal 11 ayat (1) Declaration of Human Right 
yang menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana 
berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum oleh suatu 
sidang pengadilan terbuka di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk 
pembelaannya”.6 
                                                 
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 137-139. 
6 Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Dana Bakhti Prima, 
1996, hlm. 33. 
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Di dalam Pasal 19 huruf (e) The Cairo Declaration of Human Right In Islam juga 
dinyatakan bahwa: ”Terdakwa dinyatakan tidak bersalah di muka hukum sampai ia 
terbukti bersalah di pengadilan di mana ia diberi jaminan untuk membela diri”.7 
Dalam bahasa asing, Azas Praduga Tak Bersalah ini disebut dengan istilah 
Presumption of Innocence. Sesuatu yang sangat penting dan akan dilindungi melalui azas 
ini ialah kebebasan dan Hak-hak Azasi Manusia yang menjadi ciri khas dari suatu negara 
hukum. 
Pembahasan mengenai Azas Praduga Tak Bersalah ini termasuk ke dalam lingkup 
pembicaraan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana itu sendiri tujuannya adalah : 
a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang 
materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat; 
b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana; 
c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana meskipun orang tersebut 
telah dituduh melakukan tindak pidana.8 
Maka, sejatinya tujuan Azas Praduga Tak Bersalah itu pun tidak bisa lepas dari 
tujuan Hukum Acara Pidana dimaksud. Dengan kata lain, dengan menerapkan Azas 
Praduga Tak Bersalah ini diharapkan agar dalam menempuh prosedur acara di 
persidangan, tidak sampai terjadi pelanggaran terhadap Hak-hak Azasi Manusia, lebih-
lebih jangan sampai terjadi hakim menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang 
sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana. 
      2.  Landasan Yuridis dan Landasan Filosofis Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah 
a. Landasan Yuridis 
Landasan yuridis dari penerapan Azas Praduga Tak Bersalah terdapat dalam 
Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 jo 
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Pasal 8 
tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 
dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
                                                 
7 Ibid, hlm. 35. 
8 Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 6. 
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sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap”. Pasal ini memberikan landasan pemikiran bahwa seorang 
yang diduga melakukan perbuatan pidana, sekalipun ia tertangkap basah, maka hukum 
tetap melindunginya sebagai pribadi yang dianggap tidak bersalah sebelum ada 
keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap menyatakan bahwa 
dia sebagai orang yang bersalah karena melakukan perbuatan pidana. 
Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang beranggapan apabila ada 
seseorang yang tersangkut suatu perkara lalu diadakan penyidikan, dan apalagi sudah 
mencapai proses penuntutan di persidangan, maka orang itu dianggap telah bersalah 
dan majelis hakim hanya tinggal menentukan berat ringannya hukuman yang akan 
dijalani oleh orang yang diperkarakan tersebut. Anggapan demikian menurut hukum 
adalah keliru, sebab bisa jadi ada alasan-alasan lain mengapa seorang yang diduga 
melakukan perbuatan pidana itu berbuat demikian. Atau bisa jadi bahwa yang 
melakukan perbuatan pidana itu bukan yang bersangkutan, melainkan orang lain. Yang 
bersangkutan hanya menjadi korban kekeliruan petugas keamanan dalam menangkap 
pelaku yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menentukan seseorang itu bersalah 
diperlukan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dan bukan berdasarkan 
atas dugaan, sangkaan atau tuduhan masyarakat. Demikian prinsip asas pra-duga tak 
bersalah itu. 
Selanjutnya hal lain yang berkenaan dengan Asas Praduga Tak Bersalah 
tersebut adalah Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu 
menjelaskan sebagai berikut: “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali 
apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat 
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas 
perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Tegasnya, seseorang baru dapat dinyatakan 
bersalah melakukan perbuatan pidana apabila pengadilan telah memutuskan hal itu 
karena adanya bukti-bukti yang kuat menurut undang-undang untuk menyatakan 
adanya kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Keputusan hakim itupun 
harus telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena apabila belum mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, berarti masih ada upaya hukum lanjutan terhadap perkara 
itu yang mungkin saja pada tingkat banding atau kasasi yang bersangkutan dinyatakan 
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tidak bersalah karena bukti-bukti yang ada dinilai tidak kuat oleh hakim pada 
persidangan tingkat banding atau kasasi.  
Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pengaturan yang 
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat). Itu 
artinya bahwa kehidupan hukum yang harus ditegakkan dan dipelihara meliputi 
perangkat-perangkat hukum dan penegakannya menurut konsep negara hukum. Dalam 
aplikasinya, kriteria yang harus didahulukan dalam setiap gerak pemerintah atau 
rakyatnya adalah kriteria hukum, bukan kekuasaan. Semua lembaga pemerintah, 
swasta, maupun perorangan harus tunduk kepada hukum yang berlaku di negara 
Republik Indonesia agar tercipta suasana aman dan tenteram. 
Penegakan hukum yang dikembangkan dalam konsep negara hukum di 
Indonesia berbeda dengan penegakan hukum dalam konsep negara hukum di negara-
negara Barat. Penegakan hukum dalam konteks negara hukum yang dipraktikkan di 
negara-negara Barat lebih berorientasi kepada perlindungan kepentingan orang-
perorang dan harta benda miliknya (nachtwakerstaats), sehingga menimbulkan 
pandangan liberal dalam kehidupan sosial ekonomi. Di samping itu, ada pula 
penegakan hukum dalam konteks negara hukum yang berorientasi kepada kekuasaan 
(machtstaat) seperti yang diajarkan oleh Machiavelli yang kemudian melahirkan aliran 
nasional-sosialisme (NAZI) di Jerman. Akan halnya di Indonesia, penegakan 
hukumnya berorientasi kepada pemeliharaan kepentingan orang-perorang secara 
seimbang dengan kepentingan umum. Artinya, dalam paham negara hukum di 
Indonesia, negara mengakui hak dan kewajiban asasi rakyatnya serta membuat 
peraturan-peraturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang 
aman, tenteram dan damai. Dengan kata lain, kepentingan individu dan kepentingan 
umum diatur secara seimbang.9  
Hal lain yang mendasari pemikiran Asas Praduga Tak Bersalah ini ialah 
perlunya perlindungan kepada setiap orang dari perlakuan sewenang-wenang pihak 
penguasa. Hal ini dimaksudkan jangan sampai pihak penguasa berbuat sewenang-
wenang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, padahal perbuatan yang 
                                                 
9 Tengku Muhammad Radie, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan” 
dalam Identitas Hukum Nasional, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997, hlm. 215-216. 
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dilakukan oleh orang tersebut belum ada aturan hukumnya. Itu artinya bahwa seseorang 
tidak boleh dijatuhi hukuman pidana sebelum ada aturan atau hukum yang terlebih 
dahulu melarang suatu perbuatan sebelum perbuatan itu dilakukan. Prinsip ini dalam 
Hukum Pidana disebut dengan Asas Legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan 
Asas Legalitas ini sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 
dilakukan”. 
Beberapa ahli hukum telah memberikan ulasan terhadap asas legalitas ini, di 
antaranya ialah Haryono10 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asas 
Legalitas ialah suatu pemikiran yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana 
melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada 
sebelum perbuatan itu dikerjakan. Asas ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat 
dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa dan membatasi hasrat manusia untuk 
berbuat tidak baik. JJ. Reossean sebagaimana dikutip oleh Suharto RM,11 menjelaskan 
bahwa Asas Legalitas adalah merupakan asas umum perundang-undangan dalam suatu 
negara yang menganutnya dan digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk 
menentukan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang 
harus ditentukan dengan tegas batas-batasnya. Sementara itu Andi Hamzah12 mengutip 
pendapat Hazewengkel-Suringa, bahwa Asas Legalitas adalah : 
1) Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum 
dalam Undang-undang Pidana; 
2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut dengan suatu kekecualian yang 
tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu jika sesudah perbuatan dilakukan 
ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi 
terdakwa. 
Perumusan Asas Legalitas sebagaimana tersebut di atas tadi dalam bahasa Latin 
adalah Nullum Crimen Sine dan Nulla Poena Sine Logie. Perumusan demikian 
                                                 
10 Haryono, Sumber Hukum, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 54. 
11 Suharto RM, Pidana Matriil, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 19-20. 
12 Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 28. 
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dikemukakan berhubungan dengan toeri “Vom Psychologischan zwang”. Biasanya Asas 
Legalitas itu mengandung pengertian sebagai berikut: 
1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih 
dahulu belum dinyatakan di dalam aturan undang-undang; 
2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh diadakan analogi (kias). 
Analogi dapat menjelaskan perkara tetapi tidak menjelaskan undang-undang; dan, 
3) Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut. 
 
b. Landasan Filosofis 
 
Hukum sebagai kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat tidak lepas dari 
rangkaian sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pada saat yang sama, hukum 
juga merupakan pencerminan dan penjabaran nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah 
masyarakat. Dalam hubungan ini, Alkotsar menyatakan secara substansial, hukum tidak 
terlepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan. Hukum mempunyai 
korelasi dengan kebudayaan, struktur berpikir, dasar nilai, keimanan, sifat dan corak 
masyarakat. Hukum sebagai prasarana mental-spiritual dalam proses interaksi antara 
manusia dengan penciptanya serta antara manusia dengan sesamanya, atau dengan 
lingkungannya.13 
Kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu 
ternyata menunjukkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.14 Hukum yang baik adalah hukum yang 
dipatuhi oleh masyarakat pendukung hukum itu. Masyarakat biasanya mau mematuhi 
hukum apabila hukum itu memenuhi tiga syarat, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. 
Syarat filosofis artinya bahwa hukum itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
keyakinan fundamental dalam masyarakat, hukum merupakan representasi nilai-nilai 
yang dianut oleh masyarakat; syarat yuridis artinya bahwa hukum itu memang sah 
menurut ketentuan undang-undang, hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang 
dalam masyarakat itu; dan syarat sosiologis bahwa hukum itu diterima atau tidak 
                                                 
13 Artidjo, “Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional” dalam Identitas Hukum Nasional, 
Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997, hlm. ix-x. 
14 Mockhtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, 
Bandung: Binacipta, t.t, hlm. 8. Lihat juga Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: 
Bharata Karya Aksara, 1977, hlm. 20. 
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ditolak oleh masyarakat karena memang masyarakat memerlukannya untuk mengatur 
kehidupan mereka.15  
Senada dengan pernyataan di atas tadi, van Apeldoom menjelaskan bahwa 
ketaatan masyarakat kepada hukum karena hukum dibuat oleh pejabat yang berwenang 
atau karena memang masyarakat mengakui bahwa hukum itu hidup di tengah-tengah 
mereka dan sesuai dengan nilai batin mereka.16 Di samping itu ada, beberapa toeri yang 
mengatakan mengapa masyarakat itu mau menaati hukum. Teori teokrasi menjelaskan 
bahwa ketaatan masyarakat kepada hukum karena hukum dianggap sebagai kehendak 
atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya di dunia wajib taat 
kepada hukum ciptaan Tuhan itu. Kemudian, menurut teori perjanjian masyarakat 
bahwa masyarakat mau taat dan tunduk kepada hukum oleh karena mereka berjanji 
untuk menaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, sebagai hasil 
konsensus dari segenap anggota masyarakat. Sedangkan menurut teori kedaulatan 
negara bahwa ditaatinya hukum karena negara menghendakinya. Masyarakat tunduk 
kepada hukum karena mereka merasa wajib menaatinya sekaligus sebagai wujud 
ketaatan mereka kepada negara. Dan menurut penjelasan dari teori kedaulatan hukum 
bahwa hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena 
hukum itu merupakan perumusan dan kesadaran masyarakat. Berlakunya hukum di 
dalam masyarakat karena memang suara batin manusia itu terekam di dalam hukum 
itu.17 
Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, maka sumber nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat adalah Pancasila sebagai sistem nilai dasar. Pada Sila Kedua 
dari Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terkandung nilai perlunya 
menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di antara nilai-nilai 
kemanusiaan yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi itu adalah nilai kebebasan. 
Artinya, bahwa berdasarkan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, hukum yang 
berlaku di Indonesia harus memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya untuk 
menikmati hak kebebasan. Termasuk dalam pengertian kebebasan ini ialah bahwa 
                                                 
15 Yusril Ihza Mahendra, “Islam dan Pembangunan Hukum Nasional” dalam Republika, Jakarta, 24 
April 1998. 
16 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan oleh Mr. Oetarid Sadino, Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1976, hlm. 443.  
 17 Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 86-88. 
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setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas kekayaan yang ada di tanggannya 
sebagai kekayaan yang legal, dan berhak untuk dianggap sebagai orang yang baik, 
bebas dari anggapan kesalahan sebelum ada bukti yang menyatakan kebalikannya. Hak 
ini termasuk di antara Hak-hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum. 
 3.  Kelebihan dan Kelemahan Asas Praduga Tak Bersalah 
Kelebihan dari Asas Praduga Tak Bersalah ini ialah adanya jaminan perlindungan 
yang penuh terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Seseorang karena kedudukannya sebagai 
manusia ciptaan Tuhan dibekali seperangkat hak-hak yang harus memperoleh 
perlindungan dari hukum. Hak-hak tersebut bukan pemberian negara, melainkan memang 
melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak-hak ini banyak macamnya 
dan telah diakui oleh bangsa-bangsa di dunia melalui deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. 
Asas Praduga Tak Bersalah itu bersandar pada pemikiran atas perlindungan terhadap hak-
hak tersebut. 
Prinsip yang harus ditegakkan dalam penerapan Hukum Acara Pidana ialah harus 
mampu menjaga batas antara dilaksanakannya upaya paksa, yakni penangkapan, 
penyitaan, penggeledahan baik barang maupun badan dan pembukaan surat-surat, dengan 
hak seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sehingga dapat 
mencerminkan bahwa Hukum Acara Pidana masih dalam kerangka negara hukum.18 Hal 
ini perlu untuk ditegaskan karena di dalam sebuah negara hukum ada pengakuan atas 
Hak-hak Asasi Manusia dan mengakui adanya peradilan yang bebas. Di samping itu, 
seperti yang telah dikemukakan bahwa Hukum Pidana Indonesia juga menganut Asas 
Legalitas. Hal ini mengharuskan adanya keseimbangan antara pemeliharaan Hak-hak 
Asasi Manusia di satu pihak, dengan tuntutan pelaksanaan aturan-aturan Hukum Acara 
Pidana di pihak lain. Oleh karena itu diterapkan Asas Praduga Tak Bersalah. 
Akan tetapi, menurut penulis adanya kelemahan pada penerapan azas ini. Bahwa 
penerapan pasal ini secara umum, yakni berlaku untuk semua jenis perbuatan pidana, 
tidak membedakan apakah perbuatan pidana itu telah jelas pelakunya maupun yang 
masih disangkakan pelakunya, Terhadap perkara pidana yang masih disangkakan, baik 
                                                 
18 Lihat Pasal 2 Undang Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasan resmi Undang Undang Dasar 
1945 dijelaskan bahwa Indonesia sebagai suatu Negara hukum sebagaimana dimuat dalam Bahan Penataran 
dan bahan Referensi Penataran, Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 12.  
12 
 
mengenai bentuk perbuatannya maupun pelakunya, maka pemberlakuan azas ini sangat 
tepat. Akan tetapi, terhadap perkara pidana yang telah jelas perbuatan dan pelakunya, 
seperti “orang yang tertangkap tangan”19 pun sesuai dengan bunyi pasal yang menjadi 
landasan Asas Praduga Tak Bersalah ini masih harus dianggap sebagai orang yang tak 
bersalah, adalah tidak tepat. Hal ini karena pelaku sudah jelas melaksanakan perbuatan 
pidana tertentu, dan tertangkap ketika perbuatan itu sedang berlangsung. Mungkin karena 
terdorong untuk menerapkan perlindungan terhadap hak-hak azasi pelaku itu lalu hukum 
menganggapnya sebagai pribadi yang tak bersalah. Oleh karena itu, apabila masyarakat 
mengatakan/menganggap si pelaku/terdakwa sebagai orang yang telah melakukan 
kesalahan, maka anggapan masyarakat itu sah-sah saja, karena mereka melihat langsung 
si terdakwa ketika sedang melakukan perbuatan pidana itu. Akan tetapi, hal ini diingkari 
oleh hukum. Artinya bahwa apa yang dilihat atau dialami oleh seseorang mengenai 
keadaan terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana itu hanya dijadikan sebagai saksi 
yang menguatkan /membenarkan telah terjadi perbuatan pidana dan si terdakwa sebagai 
pelakunya, dan oleh sebab itu, maka si terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim. Ini 
artinya bahwa untuk menyatakan seseorang itu bersalah harus melalui proses persidangan 
di pengadilan, tidak bisa hanya dengan berdasarkan kenyataan yang dialami atau 
disaksikan oleh orang lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa aspek materi 
perbuatan seseorang itu tidak secara otomatis menjadikan si pelaku dapat dikatakan 
bersalah. Di sini kelihatan sekali adanya formalisme dalam bidang hukum. Keadaan 
demikian bisa membuat masyarakat menjadi kurang menghargai bahkan tidak 
mempercayai hukum. Lebih-lebih ketika mereka mengetahui bahwa hukuman yang 
dijatuhkan kepada pelaku misalnya dianggap tidak sepadan dengan luka keadilan yang 
mereka saksikan, mereka lalu cenderung untuk menghakimi sendiri pelaku yang menurut 
mereka telah “mengoyak-koyak” nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kalau 
demikian yang terjadi, maka hukum sebagai perangkat sosial yang diharapkan akan dapat 
menciptakan rasa aman di dalam masyarakat, akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, 
sebaiknya harus ada pembatasan terhadap pemberlakuan Azas Praduga Tak Bersalah ini. 
Di antara pembatasan itu misalnya terhadap perkara-perkara pidana yang sudah jelas 
                                                 
19 Orang yang tertangkap tangan ialah orang yang tertangkap baik oleh petugas keamanan maupun 
oleh masyarakat sedang melakukan perbuatan pidana, misalnya sedang menganiaya, sedang mencuri, sedang 
merampok, sedang membunuh, sedang memperkosa, dan lain sebagainya. 
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bentuk dan pelakunya perlu dipertimbangkan lagi, bahkan mungkin tidak perlu 
diberlakukan lagi azas ini. Tentu saja proses peradilannya pun perlu di persingkat, 
disesuaikan keadaan perkaranya yang memang sudah tidak perlu banyak membutuhkan 
pembuktian. Dengan demikian, masyarakat dapat segera melihat “hasil” penegakan 
hukum. 
Secara teoritis dan praktik penerapan hukum, istilah melawan hukum sering 
dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu sifat melawan hukum formil dan melawan 
hukum materiil. Sifat melawan hukum formil lebih menitikberatkan pada pelanggaran 
peraturan perundangan yang berbentuk tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materiil 
lebih dari pada itu.20 “Hasil” penegakan hukum dalam hal ini ialah bahwa pelaku 
perbuatan pidana yang telah “melukai” rasa keadilan di dalam masyarakat itu telah 
memperoleh balasan yang setimpal. Dengan demikian, balasan itu dapat mengobati 
“luka” yang dialami oleh masyarakat. 
  4. Kendala-kendala Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah 
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap kasus-kasus yang sangat sulit, 
seperti perkara-perkara dugaan korupsi, kasus pemerkosaan juga banyak mengalami 
kendala. Hal itu disebabkan karena: 
a. Perbuatan korupsi dilakukan oleh orang pandai, dalam suasana tidak terburu-
buru/tenang, waktunya cukup lama, dan akibat perbuatan itu tidak segera diketahui 
oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, pelaku dapat leluasa “mempersiapkan 
diri” menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum apabila perbuatannya itu “tercium” 
oleh aparat penegak hukum, baik dengan “merekayasa” alat bukti, atau menghilangkan 
alat bukti. 
b. Pelaku biasanya pejabat yang selalu dilindungi oleh atasannya yang sering kali 
keberatan memberikan informasi yang sebenarnya tentang perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku yang diperlukan oleh jaksa dalam proses penyidikan. 
                                                 
20 Herlambang, Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi, Bogor: IPB Press, 2013, hlm.80. Lihat 




c. Sebagian calon tersangka tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, dan 
kebanyakan pada saat penyidikan baik tersangka maupun saksi sudah pindah ke 
tempat lain, ataupun sudah pensiun yang sukar diketahui tempat tinggalnya. 
d. Sebelum diperiksa oleh kejaksaan, biasanya Pemerintah Daerah atau instansi terkait 
meminta untuk diperiksa terlebih dahulu Inspektorat Wilayah, Bawasda, dan BKPN. 
Padahal di dalam praktiknya, badan-badan tersebut hanya memeriksa di atas meja atau 
hanya memeriksa administrasinya, sehingga seringkali mereka menyimpulkan hasil 
pemeriksaannya tidak ditemui kerugian negara. 
e. Sikap mental masyarakat dewasa ini yang cenderung tidak takut lagi terhadap sanksi 
moral (agama) karena menipisnya kadar keimanan di sebagian besar masyarakat, 
termasuk kalangan birokrat, sehingga biasanya orang tak segan-segan berbohong asal 
kecurangannya tidak ketahuan dari pada berkata jujur dengan risiko masuk penjara. 
Hal ini dikarenakan mereka lebih takut kepada sanksi duniawi dari pada sanksi 
akherat. 
f.  Biasanya para pelaku korupsi telah mempelajari seluk beluk hukum terlebih dahulu 
sehingga mereka telah mengetahui bagaimana seharusnya bertindak agar perbuatan 
curangnya itu tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, misalnya saja dengan 
menghilangkan barang bukti, atau bekerja sama dengan relasi untuk “menyulap” 
barang bukti yang sebenarnya palsu.21 
Terhadap perkara pemerkosaan, asas ini juga acapkali menemui kesulitan, karena 
pada kasus ini biasanya tidak ada saksi atau barang bukti, selain pengakuan dari kurban. 
Dan juga ada kecenderungan pihak kurban untuk tidak melaporkan kasus itu kepada 
penegak hukum lantaran berkaitan langsung dengan harga dirinya. Atau bahkan pelaku 
mengelak sebagai perbuatan pemerkosaan, tetapi sebagai tindakan suka-sama suka. 
 
  5. Azas Praduga Tak Bersalah Menurut Hukum Islam 
Bagaimana Islam memandang Asas Praduga Tak Bersalah ini dan penerapannya 
di dalam peradilan Islam. Bertolak dari berbagai dalil dan kaidah yang mengisyaratkan 
tentang hal itu kemudian diteruskan dengan analisis terhadap pemahaman dalil-dalil dan 
kaidah-kaidah tersebut. Dengan uraian ini diharapkan bisa diketahui secara benar 
                                                 
21 Data dihimpun dari Kejaksaan Negeri Bengkulu. 
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bagaimana sesungguhnya azas tersebut menurut Islam, dan bagaimana pula penerapannya 
di dalam peradilan Islam. 
Sebelum sampai kepada pembahasan tentang Azas Praduga Tak Bersalah dalam 
hukum Islam, akan dikemukakan terlebih dahulu uraian singkat mengenai Asas Legalitas 
di dalam hukum positif. Seperti telah diuraiankan di atas, bahwa azas Hukum Pidana 
Indonesia memberlakukan Azas Legalitas sebagai cara melindungi seseorang dari 
kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Di dalam hukum Islam 
pun di dapati Azas Legalitas tersebut, misalnya saja aturan pokok atau kaidah yang 
menyatakan :“Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum 
adanya nash (ketentuan)”.22 Aturan pokok lain berbunyi : “Pada dasarnya semua 
perkara dan perbuatan itu dibolehkan”.23 
Kesimpulan dari dua aturan pokok di atas ialah bahwa sesuatu perbuatan atau 
sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimah (perbuatan pidana) kecuali 
karena adanya nash (ketentuan) yang jelas dan yang melarang perbuatan dan sikap tidak 
berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan 
ataupun hukuman atas pelakunya. Selanjutnya bahwa perbuatan atau sikap tidak berbuat 
yang dipandang sebagai perbuatan pidana itu tidak cukup hanya karena dilarang saja, 
tetapi juga harus ada ketentuan ancaman pidanya. Dengan demikian, maka hukum Islam 
menentukan aturan pokok “tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada hukuman kecuali 
dengan suatu nash (ketentuan).24 Dari segi perlu adanya aturan yang berlaku sebelum 
perbuatan dilakukan untuk mengklasifikasi apakah suatu perbuatan itu termasuk kategori 
perbuatan pidana atau bukan, antara Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Islam tidak 
ada perbedaan. Kalau tujuan Azas Legalitas pada Hukum Pidana Indonesia seperti yang 
dikemukakan terdahulu adalah untuk melindungi seseorang dari kemungkinan tindakan 
sewenang-wenang penguasa, maka pada Hukum Islam pun demikian. Namun, lebih jauh 
Hukum Islam menjelaskan bahwa ketentuan seperti itu juga untuk menunjukkan keadilan 
Tuhan yang tidak mau menghukum manusia sebelum ada tuntunan agama yang 
disampaikan kepada suatu umat/masyarakat. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah 
                                                 





dalam Surat al-Isra’ ayat (15), yang artinya (lebih kurang): “... dan Kami tidak akan 
mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”.25 
Di dalam Surat Al-Nur ayat (4), (6), dan (13) disebutkan tentang kewajiban 
pembuktian yang dibebankan kepada pendakwa, yang artinya (lebih kurang): 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (melakukan 
zina) sedangkan dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, hedaklah 
mereka (yang menuduh itu) didera seratus kali, dan jangan kalian terima 
kesaksian mereka selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.26 
Dari ayat di atas dapat diambil pengertian tentang dasar-dasar pembuktian yang 
dibebankan kepada pendakwa. Ayat (6)-(9) surat yang sama juga menyebutkan prinsip 
demikian, yang artinya (lebih kurang): 
“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berbuat zina), padahal mereka tidak 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian mereka itu 
ialah empat kali sampah dengan nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-
orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan 
menimpanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta“. Dan isterinya itu 
dihindarkan dari hukuman (dengan mengucapkan sumpah) empat kali atas nama 
Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang 
berdusta. Pada sumpah yang kelima bahwa ia rela menerima laknat Allah jika 
suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.27 
Hal senada ditegaskan kembali oleh Allah Swt. pada ayat (13) Surat al-Nur, yang 
artinya (lebih kurang) :  
“ Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi 
atas berita bohong itu ? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, 
maka mereka itulah di sisi Allah termasuk orang-orang yang dusta”.28 
Ayat-ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara 
menyelesaikan perkara-perkara pidana (tuduhan zina), yakni tentang siapa yang harus 
mengajukan alat bukti, bagaimana kalau tidak ada alat bukti, bagaimana status penuduh 
yang tidak melengkapi alat bukti, dan bagaimana keadaan tertuduh yang telah 
mengucapkan sumpah sebagai pengingkaran terhadap semua tuduhan. Beberapa 
persoalan tersebut telah diberikan jalan ke luar secara jelas oleh ayat di atas. 
                                                 
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Jayasakti, 2006, hlm. 426 
26 Ibid, hlm. 543. 
27 Ibid, hlm. 544. 
28 Ibid, hlm. 544. 
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Kaitannya dengan penulisan ini, bahwa prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah 
Swt. dalam Al-Qur’an ialah adanya keharusan pembuktian yang dibebankan kepada 
penuduh atau yang dalam hukum positif biasanya prinsip ini disebut dengan “azas 
praduga tak bersalah”. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa seorang yang menuduh wanita 
baik-baik (bisa juga isterinya) dengan tuduhan telah melakukan zina, ia wajib 
membuktikan tuduhannya itu dengan mendatangkan empat orang saksi. Jika tidak dapat 
mendatangkan empat orang saksi (sebagai pembuktian), dia harus memperkuat 
tuduhannya itu dengan mengucapkan sumpah sebanyak empat kali atas nama Allah Swt. 
bahwa apa yang dituduhkan itu adalah benar. Selanjutnya ia harus bersumpah sekali lagi, 
di mana pada kali yang ke lima sumpahnya itu ia harus menyatakan bahwa apabila ia 
berdusta dan tuduhannya tidak benar, atau hanya fitnah belaka, ia bersedia menerima 
laknat Allah Swt. Jika ia dapat memenuhi persyaratan tuduhan itu, maka tuduhannya 
dapat diterima sehingga wanita yang dituduh dapat dijatuhi hukuman yang diperuntukkan 
bagi pelaku zina. Sebaliknya, jika ia tidak dapat memenuhi permintaan ayat tersebut, 
maka dia harus dijatuhi hukuman karena telah mencemarkan nama baik seseorang 
dengan menuduhnya telah berbuat zina. 
Adapun wanita yang dituduh tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak 
melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Tetapi, apabila penuduh (suami) memperkuat 
tuduhannya dengan sumpah lima kali, maka wanita wajib menolak kekuatan sumpah 
suami itu dengan sumpah sebanyak lima kali pula. Empat kali sumpah atas nama Allah 
Swt. dengan menyatakan bahwa tuduhan suaminya adalah dusta. Dan pada sumpah yang 
kelima ia harus menyatakan bahwa dirinya bersih dari yang dituduhkan suaminya, atau 
bahwa tuduhan suaminya itu adalah dusta belaka, dan ia bersedia menerima laknat Allah 
Swt. apabila tuduhan suami benar. Jika terjadi demikian, maka hakim tidak boleh 
memutus siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi cukup menjatuhkan hukuman 
dengan putusnya perkawinan antara keduanya untuk selamanya, dan mereka tidak boleh 
rujuk. Adapun hukumannya tentu Allah Swt. yang akan memberikannya berupa kutukan 
atau laknat Allah Swt. sesuai dengan sumpah yang mereka ucapkan. Hal itu dikarenakan 
hakim tidak mungkin bisa mengetahui keadaan yang sesungguhnya, yaitu siapa yang 
sesungguhnya bersalah, apakah suami atau isteri. Oleh karena hal itu di luar kemampuan 
18 
 
manusia, maka Allahlah yang akan menjatuhkan hukuman terhadap siapa yang bersalah. 
Dari sini lalu timbul kaidah fikih, yang artinya sebagai berikut : 
“Bahwasanya hukum hanya bersandar kepada sesuatu yang lahir/nyata, 
sedangkan yang batin/tersembunyi diserahkan kepada Allah“.29 
 
Hal senada diucapkan oleh Umar bin Khatab ketika memberikan pedoman 
kepada para hakimnya tentang bagaimana mereka harus menetapkan keputusan : 
Artinya: Kami hanya memutus suatu perkara berdasarkan hal-hal yang lahir. 
sedangkan Allah Swt.yang lebih berkuasa (mengetahui) tentang hal-hal yang 
batin (rahasia)”.30 
 
Selanjutnya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Muhammad Saw. 
telah bersabda, yang artinya: 
“Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya ada dua orang wanita yang membuat 
sepatu di dalam kamar sebuah rumah. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya ke 
luar dari kamar dengan luka di telapak tangannya akibat tusukan jarum dan ia 
menuduh temannya telah menusuknya. Perkara itu kemudian disampaikan 
kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lalu berkata : “Rasulullah Saw. bersabda: 
“Sekiranya diterima begitu saja apa-apa yang didakwakan oleh manusia, 
niscaya menjadi sia-sia (tak terlindungi) darah dan harta mereka. 
Peringatkanlah wanita itu dengan nama Allah dan bacakan di hadapannya”, 
yang artinya:“bahwa Allah akan menyiksa orang- orang yang berani menukar 
ketetapan-ketetapan-Nya”. Kemudian orang-orang memperingatkan wanita itu 
dan dia pun mengakui kesalahnnya. Sesudah itu Ibnu Abbas berkata: “Nabi 
Saw. bersabda : “Sumpah dikenakan kepada si tertuduh”.31 
 
Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dengan matan yang 
agak berbeda, yang artinya : 
“Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Saw. bersabda : “Sekiranya diberikan 
kepada manusia apa saja yang digugatnya, niscaya ia akan menuntut segala 
sesuatu yang dikehendaki baik jiwa maupun harta. Oleh sebab itu, keterangan 
itu dimintakan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat”.32 
 
Dalam acara peradilan Islam, hadis di atas menjadi pedoman bagi para hakim 
dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada 
mereka di persidangan. Prinsip dasar yang terkandung dalam hadis tersebut adalah 
                                                 
29 Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Beirut: Dar al-Qalam, 1994, hlm. 111. 
30 Ibid. 
31 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu wa al-Marjan, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 158. 
32 Ibid, hlm. 112. 
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adanya perlindungan kepada setiap manusia atas hak-hak atau status yang ada pada 
dirinya. Artinya, apabila seseorang digugat oleh orang lain bahwa barang atau suatu 
keadaan yang ada pada dirinya itu bertentangan dengan yang sebenarnya, maka ia tidak 
wajib membuktikan sesuatu yang ada pada dirinya itu, tetapi penggugatlah yang harus 
membuktikan bahwa apa yang ia tuntut/tuduhkan itu benar. Tergugat hanya dibebani 
sumpah apabila yang dituntut atau yang dituduhkan kepadanya tidak sesuai dengan 
kenyataan yang sebenarnya. 
Prinsip ini sebenarnya mengandung bahaya. Sebab, hakim terikat untuk menolak 
gugatan penggugat yang tidak bisa membuktikan gugatannya itu, meskipun sejatinya 
gugatan itu benar. Sebaliknya, hakim harus mengabulkan gugatan penggugat apabila ia 
dapat membuktikan gugatannya, kendati bukti-bukti yang dikemukakan palsu. 
Dalam sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah Saw. apa yang dikemukakan di 
atas pernah terjadi pada zaman khalifah Ali. Peristiwanya sebagai berikut: 
Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi sebagai peralatan perang, 
ia temukan baju tersebut di tangan orang Kristen. Ali lalu menuntut orang itu ke 
pengadilan agar ia mau menyerahkan baju itu kepadanya. Dalam persidangan, Qadli 
Syuraikh, sebagai hakim pengadilan waktu itu meminta kepada khalifah Ali untuk 
mengajukan bukti-bukti bahwa baju itu memang benar miliknya. Khalifah Ali tidak 
mempunyai bukti sehingga ia tidak bisa memenuhi permintaan hakim itu. Hakim 
akhirnya memutuskan bahwa baju tersebut milik orang Kristen. Khalifah Ali tertunduk 
dan patuh kepada keputusan hakim. Tak ada terlintas di hatinya untuk menggunakan 
kekuasaannya sebagai Penguasa atau Kepala Negara untuk merebut atau mempengaruhi 
hakim agar keputusannya menguntungkan dirinya. Orang Kristen yang memegang baju 
besi itu terharu melihat berlakunya kepastian hukum seperti itu. Demikian terharunya, 
sehingga setelah ia ke luar dari gedung pengadilan ia berkata : Aku saksikan bahwa inilah 
hukum para Nabi. Penguasa kaum mukmin, Khalifah Ali menuntut aku kepada 
hakimnya, namun dengan bebas hakim itu menjatuhkan vonis yang merugikan dirinya. 
Spontan baju itu dikembalikan kepada Ali dengan keterangan bahwa dia memperoleh 
baju itu ketika Ali lupa menaruhnya. di suatu tempat sehingga ketinggalan saat istirahat 
setelah pulang dari pertempuran. Orang Kristen itu lalu masuk Islam dan Ali kemudian 
menghadiahkan baju tersebut kepadanya. 
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Kasus di atas menggambarkan betapa prinsip yang telah disebutkan tadi dapat 
menggiring hakim untuk mengambil keputusan yang keliru apabila penerapannya tanpa 
diberi rambu-rambu. Lebih-lebih ketika kecenderungan masyarakat untuk berbuat 
kebohongan sudah meningkat, hakim akan semakin sulit mengungkap kebenaran materiil 
di persidangan. Maka, akibatnya keadilan tidak bisa ditegakkan. 
Tugas pembuktian adalah pekerjaan yang sulit, karena tugas ini harus dapat 
“menghadirkan” kembali suasana masa lalu yang kadang- kadang dianggap biasa tetapi 
kemudian menjadi hal yang amat penting bagi kepentingan hukum. Atau mungkin 
peristiwa itu memang penting bagi upaya penegakan hukum, tetapi oleh pelaku sengaja 
ditutup-tutupi atau dikaburkan agar dirinya terlepas dari jerat hukum. Oleh karena itu, 
seringkali ada orang yang haknya terampas oleh pihak lain tetapi ia tidak bisa menuntut 
kembali hak itu karena ia tak mempunyai bukti yang cukup. Sebaliknya, karena 
seseorang pandai “mengupayakan” bukti-bukti, maka ia kemudian dimenangkan oleh 
hakim. Kecenderungan orang untuk menghilangkan alat bukti ini ditengarai sekarang 
semakin meningkat. Dalam perkara pidana korupsi misalnya, orang semakin pandai 
menghilangkan jejak dengan menempuh langkah-langkah tertentu sehingga aparat 
penegak hukum mengalami kesulitan apabila akan melacak perbuatan mereka itu. 
Hal lain yang berkaitan erat dengan masalah pembuktian ini adalah alat bukti atau 
bayyinah.33 Para ahli fikih biasanya menggunakan istilah “hujjah” sebagai padanan arti 
dari istilah alat bukti. Menurut mereka, hujjah ialah sesuatu yang dapat membenarkan 
gugatan, yang dalam hal ini jumlahnya ada tujuh macam : 
1.  Ikrar (pengakuan); 
2.  Syahadah (kesaksian); 
3.  Yamin (sumpah); 
4.  Nukul (menolak sumpah); 
5.  Qasamah (bersumpah 50 orang); 
6.  Ilmu (pengetahuan) hakim, dan  
7.  Karinah-karinah (indikasi) yang dapat dipergunakan.34 
                                                 
33 Pengertian bayyinah dalam uraian ini adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara. 
34 Hasbi Ash-Shiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, t.t.p.: Alma’rif, t.t., hlm. 116. 
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Dalam aplikasinya di persidangan hakim biasanya menggunakan tiga macam alat 
bukti saja, yaitu :  
1.  Ikrar (pengakuan); 
2.  Syahadah (kesaksian), dan 
3.  Yamin (sumpah).35 
Dari ketiga alat bukti tersebut, yang dipandang paling kuat adalah pengakuan 
(ikrar). Tentu saja pengakuan ini harus diberikan oleh tergugat/terdakwa dalam keadaan 
sadar tanpa tekanan dari manapun. Kekuatan alat bukti pengakuan ini hanya mengikat 
kepada diri sendiri, tidak termasuk orang lain. Berbeda dengan kesaksian (syahadah), 
yang kekuatannya dapat mengenai/berhubungan dengan orang lain. Karena itu, para 
fukaha menyusun kaidah fikih, yang artinya: “Kesaksian merupakan hujjah yang 
mengenai orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah untuk dirinya saja.36 
Sesungguhnya, dalam hukum acara Islam yang dikatakan “membuktikan sesuatu” 
itu ialah memberikan keterangan atau petunjuk kepada pihak lain sehingga perkaranya 
menjadi jelas dan dapat meyakinkan pihak yang memintanya. Sesuatu keterangan atau 
petunjuk dapat dikatakan meyakinkan jika yang diterangkan itu diakui keberadaannya 
berdasarkan penyelidikan. Dan sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya, maka 
keyakinan seperti itu tidak bisa lenyap begitu saja. Ia akan tetap eksis sebelum ada 
keyakinan lain yang menghapusnya kemudian. Dengan demikian, keyakinan itu hanya 
bisa dihapus atau dihilangkan dengan keyakinan yang lain, tidak dengan keraguan, baik 
dugaan atau syak.37 
Di dalam pembicaraan fikih, ada prinsip dasar yang dipedomani oleh para ulama 
dalam menyikapi hubungan antara yang pasti dan yang kurang pasti, yang yakin dan yang 
meragukan. Prinsip dasar itu mengandung arti bahwa ,”Sesuatu yang meyakinkan itu tidak 
dapat dihapus oleh yang meragukan”.38 
Prinsip dasar di atas dipetik dari hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang artinya, sebagai berikut: 
                                                 
35 Ibid. 
36 Ali Ahmad al-Nadwi, Al-Qawa’id al-Fiqhyyah, Beirut: Dar al-Qalam, 1994, hlm. 347. 
37 Ada perbedaan antara dugaan (dzan) dengan syak. Keduanya memang bukan sesuatu yang 
meyakinkan, tetapi pada dugaan (dzan) adalah suasana hati/pikiran di mana kecendrungan untuk 
membenarkan lebih besar dari pada menyalahkan. Sedangkan pada (syak) sangkaan kecendrungan 
membenarkan dan menyalahkan itu sama kuatnya. 
38 Ali Ahmad al-Nadwi, Op.Cit., hlm. 10. 
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“Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah Saw. telah berkata : “Apabila 
seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah sudah ada 
yang ke luar dari perutnya itu atau belum, maka hendaknya tidak ke luar dari 
masjid sampai ia mendengar suara atau bau (kentut).39 
Pemahaman hadis di atas ialah adanya keadaan yang meyakinkan, yaitu bahwa 
seseorang dalam keadaan suci karena telah berwudhu, tetapi kemudian datang sesuatu 
yang meragukan yakni apakah sudah ada sesuatu yang ke luar dari perutnya (kentut) yang 
mengakibatkan batal wudhunya atau belum. Maka, berdasarkan petunjuk Nabi tersebut 
bahwa keadaan ragu-ragu antara sudah dan belum (kentut) yang menyebabkan batalnya 
wudhu itu tidak dapat merobah keadaan semula, yakni keadaan suci karena sudah 
berwudhu. Bila sudah ada petunjuk lain berupa suara atau bau sebagai tanda adanya 
sesuatu yang ke luar dari perut (kentut), maka barulah petunjuk itu mendatangkan 
keyakinan yang kedua, yakni batalnya wudhu. 
Dalam kaitannya dengan kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada 
penggugat, bahwa secara lahiriyah (dalam kenyataannya), tergugat adalah orang yang 
memegang barang atau berstatus baik atau bersih dari kesalahan. Hakim harus memegangi 
kepada kenyataan itu karena yang demikian itulah yang meyakinkan. Ketika ada gugatan 
dari pihak lain terhadapnya tentang keadaan dirinya atau tentang harta bendanya, itu 
berarti bahwa ada pengingkaran terhadap kenyataan atau keadaan yang ada yang diajukan 
oleh penggugat. Pengingkaran terhadap sesuatu yang telah nyata itu belum bisa 
dikategorikan sebagai sesuatu yang nyata/benar yang bisa menimbulkan keyakinan baru 
sebelum disertai bukti-bukti yang sah yang membenarkan pengingkaran itu. Dengan kata 
lain, pengingkaran terhadap kenyataan itu sifatnya masih dugaan atau sangkaan, sehingga 
belum dapat membatalkan kenyataan/keyakinan yang telah ada. Setelah disertai bukti-
bukti yang cukup, barulah pengingakaran tersebut dapat dikategorikan menjadi 
kenyataan/kenyakinan, sehingga keyakinan pertama dapat dihapus oleh keyakinan kedua. 
Demikian makna yang terkandung dari hadis di atas. 
Memang dalam memutus suatu perkara, hakim hanya dibebani untuk mencari 
kebenaran secara formal saja, tidak secara material. Artinya, hakim hanya diwajibkan 
melihat kebenaran secara lahiriyah saja. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi hakim 
                                                 
39 Jalaluddin Abd Rahman Abu Bakar al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nadla’ir, Beirut: Dar al-Fikr, 
1995, hlm. 38. 
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untuk mengetahui sesuatu perkara yang terjadi pada masa lalu secara hakikinya, lebih-
lebih tentang hati seseorang. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw. bersabda yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umi Salamah sebagai berikut: 
“Dari Ummu Salamah isteri Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. mendengar suara 
orang bertengkar di muka pintu rumahnya. Nabi Saw. kemudian ke luar menemui 
mereka dan berkata : “Saya ini hanyalah manusia biasa. Saya dapati orang 
bertengkar di hadapanku. Bisa jadi yang seorang lebih pandai mengemukakan 
alasan (dibanding yang lain) sehingga aku kira ia orang yang benar, lalu aku 
patuskan perkara (dengan kemenangan) untuknya. Maka, barang siapa yang aku 
menangkan padahal di situ terdapat) hak orang muslim lain, sesungguhnya yang 
demikian itu (sama dengan aku berikan kepadanya) sepotong api neraka. Dia 
boleh mengambilnya, atau menolaknya”40. 
Hadis di atas mengandung arti. Pertama; adanya penegasan dari Nabi Muhammad 
Saw. bahwa beliau adalah seorang manusia biasa, sama dengan manusia yang lainnya 
yang tidak dapat mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati seseorang. Pernyataan 
ini untuk menolak anggapan orang bahwa beliau dapat mengetahui sesuatu yang ghaib, 
mengetahui siapa sebenarnya yang teraniaya. Untuk itu, beliau tegaskan demikian. Yang 
membedakan dirinya dengan orang lain hanyalah beliau menerima wahyu dari Allah Swt. 
Kalau beliau menerima wahyu dari Allah Swt. tentang hal-hal yang ghaib, barulah beliau 
mengetahui hal-hal yang ghaib itu. 
Kedua; Adanya sinyalemen dari Rasulullah Saw. bahwa dalam persidangan, 
seringkali terjadi orang tidak segan-segan berbohong dengan menggunakan 
kepandaiannya berbicara untuk mempengaruhi hakim agar perkaranya dimenangkan. Nabi 
melihat kenyataan bahwa manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam 
mengemukakan bukti-bukti di dalam persidangan. Ada orang yang pandai berbicara 
sehingga ia dapat mengemukakan berbagai alasan untuk meyakinkan Nabi bahwa apa 
yang ia kemukakan itu adalah benar, meskipun hakikatnya adalah dusta. Sebagai manusia 
biasa, Nabi dapat saja terpengaruh oleh keadaan demikian, sehingga menyangka hal itu 
benar. Sementara itu ada pula orang yang tak pandai “bersilat lidah” atau bahkan tidak 
mampu menjelaskan keadaan yang sesungguhnya sehingga ia tidak mampu memberi 
kesan kepada Nabi bahwa sesungguhnya ia berada di pihak yang benar, sehingga beliau 
tidak bisa melihat adanya kebenaran di pihaknya. Akibatnya, beliau memutuskan perkara 
                                                 
40 Imam Nawawi, Al-Lu’lu’ ‘Wa al-Marjan, Juz II, hlm. 223. 
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dengan memenangkan pihak yang dapat mengajukan bukti-bukti itu. Ini artinya bahwa 
Nabi Muhammad Saw. memutuskan perkara hanya berdasarkan bukti-bukti dan sumpah 
saja; sesuatu yang dapat dijadikan pedoman secara lahiriyah tentang keadaan sesuatu 
(kebenaran formal), dan Allahlah yang mengurusi masalah yang berkaitan dengan batin. 
Dari sinilah kemudian dirumuskan suatu kaidah fikiyyah, “Kami menghukumkan sesuatu 
berdasarkan keadaan yang sesunguhnya (hakekatnya)”. 
Ketiga, orang yang memperoleh kemenangan di persidangan karena pandainya 
menyusun alasan yang sejatinya dusta, maka yang demikian itu sama halnya ia “berhasil” 
merebut sepotong api neraka. Maksudnya, bahwa kemenangannya itu akan mendorongnya 
masuk ke neraka. Maka, kata Imam Nawawi, Sabda Nabi Saw. itu bukan berarti kita boleh 
memilih mana yang kita mau, mengambil keputusan atau meninggalkannya karena 
keduanya dibolehkan, melainkan hadis tersebut sebagai peringatan yang sesuai maknanya 
dengan firman Allah Surat al-Kahfi ayat (20), yang artinya (lebih kurang):  
“Dan katakanlah : “Kebenaran itu datang dari Tuhammu, maka siapa yang mau 
beriman, silakan; dan siapa yang ingin kafir, silakan”.41 
Tidak ada paksaan dalam memilih jalan hidup. Tetapi ingat, bahwa setiap orang 
pada akhirnya tidak bisa lari dari akibat perbuatan yang dilakukannya, entah perbuatan itu 
baik atau buruk. Ia akan memikul akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan 
pilihannya. Itu1ah resiko dari memilih. Demikian ditegaskan oleh Komaruddin Hidayat.42 
Karena itu, apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan yang lahir, maka hal itu harus 
dibuktikan kebenarannya. Di antara prinsip dasar yang mengatur hal ini adalah : 
“Bukti (bayyinah) itu untuk menguatkan sesuatu yang bertentangan dengan 
keadaan lahiriyah, sedangkan sumpah digunakan untuk mempertahankan hukum 
asal (kenyataan)”.43 
Prinsip di atas berhubungan dengan prinsip lain yang menjelaskan adanya 
keharusan mempertahankan hukum asal sebelum ada petunjuk lain yang dapat merobah 
hukum asal tersebut. Prinsip tersebut adalah : 
“ Yang paling kuat, adalah mempertahankan tetap adanya sesuatu sebelum ada 
dalil lain yang bertentangan dengannya”.44 
                                                 
41 Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 448. 
42 Kamaruddin Hidayat, “Risiko Sebuah Pilihan”, dalam Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern, 
oleh Dr. Nurcholis Madjid et.al. Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 213. 
43 TM. Hasbi Ash-Shiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Bandung: Al-Ma’arif, tt, hlm. 112. 
44 Ali Ahmad al-Nadwi, Op.Cit., hlm. 210. 
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Sejalan dengan prinsip di atas, ada kaidah lain yang digunakan oleh para ahli fikih 
adalah : 
“Apa yang telah ditetapkan terdahulu harus tetap diakui keberadaannya sebelum 
ada dalil lain yang bertentangan dengannya”.45 
Akan halnya seorang yang tergugat haknya atau keadaannya tidak diwajibkan 
untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang ada di tangannya atau keadaan dirinya, 
karena memang menjadi hak setiap orang memperoleh perlindungan demikian. Di dalam 
Islam disebutkan prinsip yang mengatur masalah itu di antaranya kaidah fikih : 
“Yang paling kuat, bahwa setiap orang terlepas dari pertanggung-jawaban”.46 
Artinya bahwa seseorang itu pada dasarnya tidak bisa dimintai pertanggung-
jawaban atas sesuatu yang belum jelas siapa pelakunya. Hubungannya dengan masalah 
peradilan adalah apabila ada gugatan terhadap seseorang mengenai barang yang ada di 
tangannya atau tentang keadaan dirinya, maka hakim harus menolak gugatan itu apabila 




Pertama, bahwa penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di dalam mengusut perkara-
perkara pidana pada umumnya masih terdapat kelemahan-kelemahan. Di antara kelemahan 
tersebut ialah belum adanya pembedaan antara perkara-perkara pidana yang sudah jelas 
pelaku dan jenis perbuatannva dengan perkara-perkara yang masih belum jelas pelaku dan 
jenis perbuatan pidananya. Akibatnya, proses persidangan terhadap perkara-perkara yang 
sudah jelas pelaku dan jenis perbuatannya yang seharusnya bisa dipersingkat, maka menjadi 
lambat sehingga hasil penegakan hukumnya pun menjadi lambat. Padahal, masyarakat ingin 
segera mengetahui hasil tersebut. 
Kedua, Asas Praduga Tak Bersalah ini tidak dapat diterapkan terhadap kasus-kasus 
tertentu, seperti korupsi. Pengusutan terhadap kasus korupsi ini diatur berdasarkan Pasal 37 
UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sebab pada kasus 
korupsi, karena biasanya tenggang waktu antara saat dilakukannya perbuatan dengan 
timbulnya dugaan telah terjadi perbuatan korupsi itu relatif lama, maka barang bukti yang 
                                                 
45 TM. Hasbi Ash-Shiddiqie, Op.Cit., hlm.113. 
46 Jalaluddin Abdul Arahman Abu Bakar al-Suyuti, Op.Cit., hlm. 40. 
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mengindikasikan telah terjadinya perbuatan tersebut biasanya sudah dihilangkan oleh 
tersangka, dan sebaliknya telah “direkayasa” alat bukti baru yang menjelaskan tidak adanya 
perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersangka. Untuk mengatasi hal itu dapat 
ditempuh upaya alternatif, yaitu pembuktian terbalik. Kasus-kasus yang sangat sulit 
memperoleh alat bukti, seperti perkosaan seyogyanya dapat juga diterapkan azas ini karena 
biasanya korban tidak mau melaporkan kepada pihak berwajib karena menyangkut nama 
baik dirinya. Maka jika seseorang wanita baik-baik telah rela melaporkan sesuatu yang 
dialaminya, padahal itu akan mencoreng nama baiknya, bahkan masa depan sebagai 
taruhannya, patut kiranya menjadi pertimbangan untuk menerapkan azas pembuktian terbalik 
ini agar keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan adalah 
bukan pada khusus atau tidak khususnya suatu perbuatan pidana, melainkan pada ada atau 
tidaknya bukti-bukti sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran agar keadilan dapat 
ditegakkan. 
Ketiga, prinsip yang dikembangkan oleh hukum di Indonesia dan hukum Islam dalam 
rangka menjaga hubungan antara individu dengan masyarakat demi terwujudnya rasa 
ketentraman, ketertiban, dan keamanan hidup bermasyarakat adalah bahwa yang paling 
utama mendapatkan prioritas perlindungan adalah hak masyarakat, bukan hak individu. Hal 
itu didasarkan atas pertimbangan bahwa kendati hak-hak individu diakui eksistensinya, tetapi 
hak-hak tersebut dibatasi oleh kepentingan kolektif yang lebih besar. Maka, ketika terjadi 
pertentangan dua kepentingan antara hak individu dengan hak masyarakat, harus dipilih 
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